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BUPATI ilGAittUlC

bahwa sebagai tindak lanjut Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Secara Ilegal di
Kawasan Huhn dan Peredamnnya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, maka
pedu membenhrk Tim Pemberanbsan *'.nebangan Kayu Secarc llegal di
Kawasan Hutan dan Feredarannya di Wilayah Kabupaten Nganjuk yang
ditetapkan dengan KepuUsan BupaU

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehgaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 20O4
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2fi)4 tentang Pemerinhhan Daerah ;
Perahrran Pemerinbh Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiabn
Instansi Veftjkal di Daerah ;
Peraturan Pemerintah Nornor 45 Tahun 2m4 tenbng Perlindungan Hutan ;
Pera&ran kmerintah l,lqnor 58 Tahun 2tX)5 tenbrE kngelolaan Keuangan
Daerah;
Pera$ran Menteri Dalam tlegeri lrlomor 13 Tahun An6 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiman telah diubah dengan Perahrran
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 20O7 ;
Perahrran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 25 Tahun 2m0 bntang
$sunan Oryanisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah se@aimana telah
diubah dengan Perah.rran Daerah l€bupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun
2ffi2 ;
Peratumn Daerah lGbupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun zfrb tenbng
Pengelolaan Keuangan Daerah ;
Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 20S tentang
ArEgaran kdapatan dan Eelanja herah Tahun Aqggaran 2(ffi;
Kepuhrsan Bupati Nganjuk Nomor 629 Tahun 2fiX) tenhng Kewenargan
lGbuphn Ngnnjuksebagai Daerah Otonom .

Insffiuksi Preiden Nsnor 4 Tahun 2fr)5 tenbng Pemberantasan Fenebangan
Kayu Secara Ilegal di lGwasan Hubn dan Peredarannya di Seluruh Wlayah
Republik Indonesia ;
Insilruk$ Menteri hlam Negeri Nomor 3 Tahun 2m5 tentang Pemberantasan
knebangan lGlu Secra Ilegal di lGwasan Hutan dan Petedarannya di
Seluruh Wilaph Republik Indonesia.
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Membenuk Tim Pemberanhan Penebangan lGyu Ilegal Dalam Kavvasan Hubn
dan Peredarannya di wilayah Kabupaten Nganjuk dengan susunan keanggoban
sebagaimana tercantum dalam lampiran Kepufusan ini.

Tim kmberanbsan sebagaimana dimaksud @a Diktum Pertama mempunyai
h4as sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi keamanan htrhn dengan fiihak-pihak
terkait dan pihak lain yang diperlukan ;

2. Melaksanakan upaya prevenUf darr represif baik melalui pembinaan maupun
kegiatan operasi dalam rangka pemberantasan penebangan kayu wara ilegal
di kawasan hutan dan peredamnn)ta ;

3. Menebut izin usaha irdus,Ui pengolahan kap yans memanfaatkan kayu ilegal
dan memprsesnya sectra hukum ;

4. Melakukan penanganan sesegerc mungkin terhadap barang bukti hasiloperasi
pemberantasan penebangan kayu secara ilegal di kawasan hutan dan
peredarannya di wilayah lGbupaten Nganjuk dan atau alat buKi lain yang

digunakan dalam kejahatan dan abu alat angku8rya untuk penyelam#n nilai
ekonomisnya;

5. Melaporkan hasil pelaksanaan hrgrrnya kepada Bupati .

Segala biaya yang timbul akibat ditebpkannya Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.

Keruhrsan ini mulai berlaku @a tanggal 1April20ffi.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Nganjuk
14 Mei 2ff)8

BI'PATI NGAII'UK

Dto.

Dns. H. TAUFIQURRAHIIAII

IrlOH, GHUFROI*. SH. il.Si
Pembina

NIP. 010 153 759
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LAMPIRATI : KEPUruSAil BUPATI ]{GAilJUK
NOltlOR : 188/ 5r. lKl4l1.1O1.O3/ 2OOg

TANGGAL : 141{ei 2Ul8

SUSU IIAI{ KEAilGGOTAA]I
Tltrl PEIIBERANTASAI| PENEBANGAN KAYU ILEGAL DALAM KAWASAN HUIAII

DAN PEREDARANNYA DI WILAYAH KABUPATEII NGA]*'UK

8I'PATI IIGAII'UK

Sto.

Drs H, TAUFIQURRAHIIAI{

MOH, GHUFROI{. SH. Itl,Si
Pembina

NIP. 010 153 759

NO. JABATAN DAIAM TIM JABATAN DATAM DINAS

1.

2.

3.

4-

5.

Pelindung

Pembina

Ketua

Sd$ehris

Anggoh

1. Bupati Nganjuk
2. Wakil&pati Ngnnjuk

Sekrrhris Daerah Kabupaen Nganjuk

Kepala Dinas Kehuhnan Daerah Kabupaten Nganjuk

Kepala $rb Dinas Penyuluhan dan Konservasi Alam pada Dinas

Kehutanan Daerah lGbupaten Nganiuk

1. Kasat Reskim Polres Nganjuk
2. Kasat Intel Polres Nganjuk
3. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
4. lGsi Pldum Kejaksaan Negeri Nganjuk
5. Psi Intel Kodim ffi10 Nganjuk
6. WakilAdminisfiatrr Perum hrhutani KPH Nganjuk
7. WakilAdminisfratur Perum Perhutani KPH Jombang
8. WakilAdminisftatur Perum Perhutani KPH Kediri
9. WakilAdministraUr Perum Perhuhni KPH Saradan

13. Kepala Dinas krindagkop Daerah lGb. Nganjuk
11. Kepala lGnbr Polisi hmong Pnja Daerah Kab. ftlganjuk.
12. Kepala Kantor Penanan Daerah Kab. Ngnnjuk
13. Kepala Sub Dinas Pengusahaan Hutan pada Dinas Kehutanan

Daerah lGbupaten Nganjuk
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